BAB 11
LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Magang

Magang atau disebut pula dengan apprenticeship, learning by doing,
on the job training dan built in learing. Magang dalam sejarahnya termasuk
salah satu sistem belajar asli atau tradisional (indigenous learning
system). Nama lainnya yang mirip dengan magang antara lain ngenger dan
mesantren (Rahardjo, 1989). Disebut demikian karena sistem belajar ini sudah
ada di Indonesia sebelum sistem belajar modern/sekotah masuk ke Indonesia.

Sudjana (1993) menyatakan magang merupakan cara penyampaian dan
penerimaan informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Istilah terorganisasi
maksudnys adalah adanya aturan-aturan tertentu, seperti tujuan, bahan
pengayaan, orang yang berpengalaman, orang yang belum berpengalaman,
perabot atau perkakas yang dipergunakan, waktu dan lingkungan.
Suherman dkk.(1990) merumuskan magang sebagai proses belajar dimana
seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan
diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah
terampil da]am. suatu pekertaan tertentu.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam proses magang terjadi
belajar dan bekerja. Pemagang membiasakan diri untuk mengikuti proses
pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh permagang. Pemagang tidak hanya
melihat dan mendengar teori, tetapi melakukan secara langsung. Melalui proses

belajar seperti ini secara tidek sadar pemagang selain memperoleh
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keterampilan, juga akan mengalami  perubahan dalam pengetahuan,
keterampilan dan sikap dalam menghadapi pekerjaan.

Menurut Kamil (2002) pengertian magang dapat dimaknai sebagai
wadah atau program dan strategi pembelajaran. Magang sebagai wadah
diartikan sebagai sebuah satuan pendidikan luar sekolah dengan prinstp yang
dikembangkan adalah showing, telling, leaming, doing and checking dengan
kerangka belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar dan terampil seria
mendapatkan upah (learming. working, doing and get some wages). Sebagal
sebuah  satuan  pendidikan luar  sekolah, maka agang dalam
penyelenggaraanya terdiri dari masukan mentah (warga belajar), masukan alat
(kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana), proses pembelajaran,
masukan lingkungan (lingkungat alam dan sosial budaya), keluaran, masukan
lain (modal dan dukungan kebijakan) dan dampak pembelajaran.

Sedangkan makna magang sebagai sebuah strategi  pembelajaran
(delivery systen) menekankan pada proses menerampilkan diri pemagang
dengan jalan melibatkan dalam suatu bidang pekerjaan tanpa atall dengan
petunjuk permagang. Magang sebagat strategi pembelajaran juga mengandung
pengertian bahwa magang dapat juga digunakan bagi satuan-satuan prograin
pendidikan lain seperti pada kelompok belajar, lembaga-lembaga pendidikan
dan latihan, kursus atau siswa-siswa sekolah kejuruan yang magang d
lembaga-iembaga industri. Makna yang sejalan magang sebagai strateg

pembelajaran adalah self directed learning, self planned learning, inquiry



meithod, independeni learning. self education, self instruction, seif teaching,
self study, auionomous learning dan belajar swa-arah.

Magang nunip dengan Jmternship (Kamil,2002:48-4%9). [memship
biasanya digunakan wniuk pclajar dan mahasiswa dengan wakiu dan program
yang dipadatkan sehingga dalam penyelenggaraannya benar-benar mtensif,
karena dikaitkan dengan program kurikulfer di sekolah/perguruan tingg: dan
waktu pelaksanaannya biasanya menggunakan wakfu iiburan semester. Uleh
karena it dalam infernship program vang dirancang adaiah program-program
bagn pengenaian terhadep bidany pekeraan, organisast atau indusiri

Kebijakan yang ditempuh Direkiorat Pendidikan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekoiah dan Pemuda Depdiknas dalam
penvelenggaraan magang, dikaitkan dengan pemberian beasiswa  yang

diproritaskan baid warea belalar vang teish menvelesalkan pendidikan dasar
= f=4 Ly - - E,

Dengan mengikuti magang warge Delajar dibarapkan dapat memiliki bekai
keterampilan entuk bekeria sendivi, berkelompok atau hekerja pada perusahaar
terknit, Besamys biayva magang rata-rata Rp350.000/orang (Sthombing.
1599:28-29). Pada implementasinva d¢i lapangan, para petugas lapangan
pendidikan luar sekolah (seperti penilik pendidikan masyarakat, tenaga

lapangan pendidikan masyarakat ataw pamong belajary seringkaii timabul

kerancuan antara magang dan pemberian bantuan beasiswe magang. Babkan



(KBU). Pada KBU yang ditekankan pada kegiatan usaha ekonomi produktif
dalam upaya meningkatkan pendapatan warga belajar dalam wadah kelompok.
Suherman  dkk. (1990) merumuskan dua tujuan utama magang:
(a) untuk memantapkan penguasaan keterampilan yang diinginkan dan ditekuni
untuk dijadikan mata pencaharian dan (b) memperluas dan memperce};\at
jangkauan pengadaan tenaga-tenaga terampil yang cakap untuk sege\ra
berpartisipast  dalam proses pembangunan. Adapun ciri-ciri  kegratan
pembelajaran magang antara lain sebagat berikut ini.
1. Proses magang berada dalam tempat permagang bekerja. Pemagang
melihat dan mencoba menggunakan alat yang dipergunakan sehingga tahu,
bisa dan biasa bagaimana mempergunakannya, bagaimana memperbalkinya

kalau rusak, bagaimana merawatnya, dimana disimpannya, dimana

dibelinya serta dimana dibuatnya .

!‘\J

Proses magang terjadi melekat antara kegiatan bekerja dan belajar,
belajar-bekerja  sesual  dengan unutan pekerjaan yang dikerjakan
permagang. Pemagang dapat memulai belajar-bekerja dan  bekerja-belajar
darimana saja, dari awal, di tengah atau di akhir tergantung twnfutan
permagang.

3. Bahwa pemagang belajar-bekerja dan bekerja-belajar tidak diawali oleh

teori, melainkan langsung praktek, langsung bekerja.

4. Dilihat dari sudut permagang, permagang tidak harus orang yang
mengetahui teori. Permagang adalah orang yang ahli dan biasa

melaksanakan pekerjaan yang dimagangi.
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5 Dilihat dari sudut pemagang, pemagang bukan hanya memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan sikap mental, melainkan juga dapat
terampil melaksanakan pekerjaan tersebut, bahkan terkadang memperoleh
imbalan atau insentif.

Suherman dkk. (1990) lebih lanjut menjelaskan beberapa jenis mata
pencaharian yang dapat dilakukan melalui magang. Di bidang produksi, yaitu
bidang yang menghasilkan barang dan jasa digolongkan lima jenis.

1. Produksi ekstraktif vaitu produksi vang langsung mengambil hasil dari

alam seperti pertambangan dan perikanan.

v

Produksi agraris, yaitu produksi dengan jalan mengolah tanal: untuk

menanam dan memelihara tumbuh-tumbuhan, bunga, sayuran, tanaman

htas dan peternakan.

3. Produksi industri, vaitu produksi pengolahan, perakitan, perbaikan dan
kerajinan.

4. Produksi perdagangan, yaitu semua kegiatan jual beli baik produksi sendiri
maupun produksi vang dihasilkan oleh orang lam.

5. Produksi jasa, yaitu kegiatan penyajian sarana jasa, seperti supir angkutan
umum, perbankan, kuli bangunan dan pekerja di perusahaan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan  dalam
penyelenggaraan magang. Suherman dkk. (1990) menjelaskan lima faktor,
yaitu: (a) pemagang, yang berkenaan dengan bakat dan minat, kebutuban
belajamya dan kemampuan, (b) permagang, memiliki kemampuan untuk

membimbing dan membelajarkan pemagang, (c) dana belajar magang, yang
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diperlukan untuk proses belajar seperti pembelian  bahan baku dan
perlengkapan kerja, (d) waktu magang, pengaturan jam belajar dan bekerja dari
kedua belah pihak dan (e) tujuan magang, yaitu pencapaian keberhasilan yang
diharapkan dari pemagang. Rabardjo (1989) menambahkan faktor (f) tempat
magang/pusat magang, {g) sarana dan prasarana dan (h) lingkungan belajar.
Langkah-langkah pelaksanaan magang menurut Suherman dkk. (1990)
terdini dari: (a) identifikasi calon pemagang dan permagang, (b) penvusunan
program pembelajaran, (c) proses pembelajaran magang, (d) pemantauan dan
pembinaan, (e) penilaian proses dan hasil pembelajaran, (f) penerapan hasil
magang dan (g) penilaian dampak {ouf come) dan (h) pengembangan, apabila

digambarkan adalah sebagai berikut.
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B. Konsep Keunggulan Komparatif Sumber Daya Lokal

Djojonegoro (1991) menyatakan bahwa untuk mengembangkan industit
dan pembangunan pada umumnya sebaiknya memilih spesialisasi yang dimiliki
oleh suatu daerah vang bersangkutan dengan berbasis keunggulan
komparatifnya, artinya yang menjadi faktor-faktor dominan atau potensi yang
dimiliki dan  tidak/kurang ditemukan pada daerah lainnya. Kalau tidak
diadakan spesiatisasi dan kurang mempertimbangkan keunggulan komparatif,
maka pengembangan sumber daya tidak terkonsentrasi dan biaya menjadi
mahal sehin-gga produksi yang dihasilkannya tidak akan berkompetisi dengan
daerah dan negara lain. Lebih lanjut Djojonegoro (1991) menyebutkan tiga hal
yang perlu diperhatikan dalam mengkaji keunggulan komparatif in1 yakni:
(1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam dan (3} teknologl.

Sebagai ilustrast perlunya pengembangan industri dan program
pembangunan berbasis keunggulan kompartif sumber daya lokal Djojonegoro

(1991) memberi contoh sebagai berkut.

Tabel 2.1
Unit Tenaga Kerja vang Dipertukan

Negara / Daerah ‘ Keju Anggur (minuman) |

; i

Negara/daerah A ‘ Ak = 1 a La = 2 |
Negara/daerah B l Afik = 6 a tia = 3 ii
i

. j [
Sumber : Krugman dan Obstfeld (1988) | dalam Wardiman (1991}

Pada negara/daerah A, unit tenaga kerja untuk keju A 1x =1 dan unit

tenaga kerja untuk anggur (minuman) a2 ta = 2. Di negara/daerah B, unit



tenaga kerja untuk keju A ik = 6 dan unit tenaga kerja untuk anggur
(minuman) a *La = 3. Pada waktu perbandingan harga antara keju dan anggur
sama, artinya satu kilo keju dapar ditukar dengan satu liter anggur minuman,
maka negara/daerah A akan lebih spesialisai dalam keju dan negara/daerah B
akan spesialisasi dalam anggur. Pemilihan spesialisasi ini disebabkan
keungulan komparatif yang berbeda dari setiap negara/daerah.

Jika merujuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bidang
ekonomi menegaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat Indonesta
berpijak dua keunggulan utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu potensi
kelawtan (maritim) dan agrans {pertanian). Sebagai negara maritim Indonesia
menmiliki keunggulan komparatif sumber daya kelautan dan perikanan yang
potensial dikembangkan, yaitu 2/3% wilayah indonesia merupakan lautan
dengan 17.508 pulau, dengan gatis pantai 81.000 km. Kkomurnitas mangrove
mencapi 4,25 juta Ha, memiliki luas kawasan terumbu karang sekitar 7.500
km? yang umumnya terdapat di taman laut. Taman laut kita memiliki lebth dan
263 jenis ikan laut hias. Difihak lain lebih dari 70% rakvat Indonesia
menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Sektor pertanian inilah
sesungguhnya kekayaan yang sangat berharga karena inemiliki keunggulan-
keunggulan komparatif dari bangsa-bangsa lain, bahkan setiap pemerintah
daerah kabupaten dan kota memiliki keragaman sumber daya lokal. Potenst-
potensi sumber daya lokal inilah yang perlu digalt dan dikembangkan melalui

program-program pemberdayaan.



Kaitannya dengan konsep keunggulan komparatif sumber daya lokal,
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat telah menggariskan kebijakan
pengembangan kawasan unggulan pada setiap kabupaten/kota yang sesuai
dengan potensi dan letak geografis yang ada pada masing-masing
kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengembangan kawasan unggulan Propinsi
Jawa Barat terbagi dalam tujult wilayah, yaitu: (1) Bogor dan Bekasi, dengan
jenis pengembanga.l.l kawasan pada industri manufaktur dan industrs jasa,
(2) Cirebon dan Indramayu, diarahkan pada pengembangan agrobisnis, industa
manufaktur, jasa, pariwisata, peningkatan fungsi pelabuhan (perikanan dan
kelautan), (3) Bogor, Puncak dan Cianjur, dikembangkan sebagar kawasan
agrobisnis  dan égrowisata serta fungsi konservasi, (4) Sukabuwmi,
dikembangkan scbagai kawasan agrobisnis, pariwisata dan kelautan,
(5) Cekungan Bandung dikembangkan sebagai pusat pengembangan sumber
daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan industri, agrobisnis,
pariwisata dan jasa, (6) Pnangan Timur. dikembangkan sebagar kawasan
agrobisnis, pariwisata dan industri kecil dan (7) Pangandaran, dikembangkan
sebagai tujuan wisata utama dan bisnis kelautan.

Pengembangan kawasan unggulan Propinsi Jawa Barat mencakup enam
core bisnis, yaitu pengembangan agrobisnis, bisnis kelautan, mdustri
manufaktur, industri jasa, bisnis pariwisata dan pengembangan sumber daya
manusia. Implikasi pengembangan kawasan unggulan Jawa Barat terhadap
pengembangan program pendidikan luar sekolah perlu diselaraskan dengan

pengembangan kawawasan tersebut. Dalam pengembangan kawasan tersebut
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kabupaten Indramayu dikemﬁangkan sebagai kawasan agrobisnis, industri
manufaktur, jasa, pariwisata, industri kelautan dan perikanan. Selanjutnya
setiap kabupaten dan kota diharapkan melakukan analisis bagi pengembangan
industri yang berbasis keunggulan komparatif yang dimiliki pada setiap
kecamatan dan desa.

Berkaitan dengan pengembangan industri di pedesaan Tuhpawana
(1988) dalam penelitiannya di Desa Sumur Gintung Kabupaten Subang
menyatakan bahwa potensi-potensi lokal, seperti potensi produk pertanian,
sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang .
tidak dapat diabaikan. Dalam operasinalisasinya faktor-faktor tersebut
dijabarkan menjadi faktor bahan baku, modal, tenaga kerja, keterampilan,
prasarana kerja, aksesibilitas dan pasar.

Ketersediaan dan kemudahan bahan baku merupakan salah satu
pertimbangan bagi pengembangan usaha di daerah pedesaan, klususnya
pengembangan usaha ekonomi produktif. Analisis yang dilakukan terhadap
ketersediaan dan kemudahan bahan baku adalah dengan menilai tinggn
rendatmya produksi bahan baku yang ada di daerah setempat, serta mudah dan
sulitnya memﬁeroleh bahan baku tersebut.

Faktor permodalan diperoleh baik dan modal sendiri maupun dar
lembaga permodalan seperti bank, koperasi dan patungan diantara pelaku usaha
yang terlibat. Faktor tenaga kerja yang handal merupakan sumber daya utama
bagi pengembangan suatu jenis usaha. Demikian halnya dalam pengembangan

magang diperlukan tenaga kerja atau calon pemagang yang memiliki latar



belakang pendidikan dan keterampilan yang memadai disertai kesungguhan
untuk belajar dan bekerja. Faktor sarana kega adalah peralatan kerja yang
dipergunakan dalam proses produksi atau mengolah suatu jenis barang dalam
uatu jenis usaha. Faktor berikumya adalah aksesibilitas dan pasar, yaitu
kemudahan dalam mencapai pusat-pusat fasilitas terutama menyangkut
perjalanan dar proses produksi sampai ke pusat-pusat pasar (pemasaran). Ini
akan sangat mempengaruhi terthadap proses jual beli bahan baku dan produk
yang dihasilkan. Aksesibilitas dan pasar biasanya ditunjukkan olel jarak jalan,
kondisi jalan dan intensitas transportasi yang men ghubungkan dari lokasi usaha
dengan pusat-pusat fasilitas dan pasar. Faktor lain yang tidak diabaikan adalah
nilai-nilai budaya belajar dan bekerja, yaitu nilai-mlai budaya yang diyakini
dan dilaksanakan warga masyarakat yang mendukung kegiatan usaha ekonotms
produktif melalui proses belajar dan bekerja.

Potensi swuber daya lokal dalam kerangka sub sistem pendidikan iuar
sekolah. termasuk salah satu komponen yang mempunyai hubungan fungsional
dengan komponen-komponen latn. Komponen-komponen sistem pendidikan
menurut Sudjana (1999) terdin dari masukan (input), proses dan tujuan. Yang
termasuk dalam komponen mnasukan yaitu masukan lingkungan, masukan
sarana. masukan mentah dan masukan lain. Proses adalah interaksi edukatif
antara komponen untuk mencapati fujuan. Komponen tyjuan terdin atas
keluaran (ouipur) dan dampak foutcome).

Pendapat Sudjana (1999) menegaskan bahwa masukan lingkungan

berupa potensi sumber daya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan luar



sekolah merupakan kompounen yang harus dipertimbangkan  bagi
keterlaksanaan program yang diluncurkan. Yang tercakup dalam masukan
lingkungan seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan,
peraturan dap budaya. Dalam praksis penyelenggaraan pendidikan luar
sekolah, justru masukan lingkungan memiliki kontribusi yang signifikan, dan
ini harus digali terutama potensi-potensi sumber daya lokal yang memiliki
keunggulan komparatif. Karena dengan mencermati potensi sumber daya lokal
akan mempengaruli keberhastlan program pendidikan luar sekolah yang
dilaksanakan. Penggalian potensi sumber daya lokal berarti menumbulikan
prakarsa masyarakat (lokal) daiam penyelenggaraan pendidikan luar sekolalt.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa peluncuran program yang berorientas

provek dan mengandalkan prakarsa dari pihak luar (pembaharu) tidak dapat

bertahan lama.

Berkaitan dengan penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya
iokal sebagai masukan lingkungan dalam kerangka sub sistem pendidikan luar
sekolah, Sudjana (1999) menyarankan beberapa pendekatan, yartu
kemanusiaan, kolaboratif, partisipatif, berkelanjutan dan kebudayaan.

1 Pendekatan kemanusiaan (Frumanistic approach). mengandung arti baliwa
warga belajar dipandang sebagai subyek dalam pembelajaran. Mereka
memiliki potensi untuk berkembang, peranan fasilitator  adalah
mengembangkan potensi yang dimiliki warga belajar.

2 Pendekatan kolaboratif (coflahorative approach), yang mengaralikan

baliwa dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal bagi penguatan



peluncuran program pendidikan luar sekolah perlu menjalin kemitraan
dengan berbagai pihak, seperti dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga permodalan, lembaga
industri dan lembaga pemasaran.

3. Pendekatan partisipatif (participatory approach), yang menegaskan bahwa
keterlibatan warga belajar, warga masyarakat, penyelenggara program
pendidikan luar sekolah dan mitra terkait perlu dibangun dalam fungsi-
fungsi pengelolaan program, vaitu dalam melakukan perencanaan,
pengoranisasian, pelaksanaan, pembinaan, penilatan dan pengembangan.

4. Pendekatan berkelanjutan f{continuaiion approactj menghendaki bahwa
dalam penyelenggaraan program pendidikan Juar sekolah tidak berjalan
sekali tuntas. Pembinaan kepada kader yang berasal dari warga belajar atau
warga masyarakat perlu dilakukan untuk melanjuﬂ_\'an program pendidikan
iuar sekolah yang sudah berjalan.

5. Pendekatan kebudayaan fewlmral approach) yang menyarankan bahwa
dalam penvelenggaraan program pendidikan luar sekolah menghargai
budaya, tradisi dan adat istiadat lokal serta menggunakannya secara optimal
aspek-aspéknya yang positif dalam penvelenggaraan program.

Pemberian otonomi kepada daerah hakekatnya diarahkan kepada
kebutuhan masyarakat vang ada di daerah bersangkutan, sehingga selavaknya
mampu mendorong daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangga

sendif. ini mengandung makna bahwa terbuka peluang bagi daeran untuk



<1

secara kreatif membina dan mengembangkan kemampuan organisasi, aparatur
dan sumber daya lokal bagi pembiayaan pembangunan di daerah.

Di pihak lain pemberian otonomi juga wmntuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas
layanan kepada masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan
masvarakat. Sekaligus dengan demikian akan dapat menumbuhkan
Lemandirian daerah dan masyarakat melalui usaha bersama.

Kemandirian dimaksud diharapkan dapat membangun daya saing yang
kuat bagi daerah bersangkutan dalam proses pertumbuhannya yang secara
nvata berjalan seiring dengan pertumbuhan daerah-daerah di sekelilingnya.
Masyarakat yang mandiri mengandung makna, ia dapat memanfaatkan peluang
dan kesempatan dalam merencanakan dan merumuskan sendin apa vang
menjadi  kebutuhannya serta memecahkan  setiap permasalahan  vang
dihadapinya secara cermat, tepat dan cepat. Dalam perspektf lebih luas
otonomi dacrah harus sebagai wahana pengembangan mekanisme demokrast di
tingkat daerah, karena dengan begitu lembaga-lembaga masyarakat dan
perwakilan politik yang ada di daerah dapat secara langsung dan bebas
menampung, .menyalurkan dan memenuli aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Aspirasi dan kepentingan masyarakat dimaksud akan menjadi
dasar acuan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Sehingga otonomt daerah
merupakan wahana integrasi yang secara konsisten menjaga keterkaitan dan

keserasian antara pusat dan daerah.



Akan tetapi kelemahan yang kini dirasakan adalah adanya keterbatasan
sumber daya manusia dan swmber daya pendapatan asli daerah (SPAD),
keduaya sebagai elan vital peiaksanaan otonomi daerah merupakan masalah
yang paling menonjol, karenanya tingkat ketergantungan kabupaten dan kota
kepada pemerintah di atasnya masih tetap tinggi.

Oleh karena itu masalah sumber daya manusia dan SPAD harus
dicarikan pemecalian secara tuntas agar tidak membawa dampak pada aspek-
aspek lainnya. Sebab bagaimanapun keberhasilan otonomi dacrah akan
bergantung kepada sejauhmana pemberdavaan aparatur penyelenggaraan
pemerintah di daerah dalam menyikapi esensi otonomi daerah secara benar,
dan kemampuan daerah dalam membiayai seluruh kebutuhannya atas sumber-
sumber daerah. Masalah vang muncul dari kondist ini adaiah adanya perbedaan
dalam sumber-sumber penerimaan keuangan. Dalam kaitan minimal ada dua
strategi yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan sumber-sumber
daya lokal bagi pembangunan daerah otonom.

1. Meningkatkan keunggulan bersama daerah flokal to national to
international competitivencss} tanpa hatus mengeluarkan biaya langsung
(direct cost) yang mahal, yaitu dengan memanfaatkan potensi sumber daya
lokal dan kemampuan yang ada disetiap daeral,

2. Membangun infrastruktur tunak (soft infrastructur) atau elemen sostal
ekonomi yang tidak harus terlatu bergantung pada sumber daya alam dau
infrastruktur fisik, sehingga setiap daerab dapat berkembang secara

dinamis. Karena jika hanya hanya menggantungkan pada sumber daya



alam, maka akan sumber daya alam makin terkuras dan perusakan
tingkungan hidup, yang dikemudian hari dapat menjadi petaka dan
ongkosntya akan jauh lebih mahal bagi generasi mendatang,

Strategi ini mengacu pada pelaksanaan otonomi daerah bukan dengan
mengandalkan sumber-sumber atau potensi alam, melainkan dengan priontas
pembangunan kearah peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai
pendidikan dan keahlan, peningkatan peran serta masyavakat, pembentukan
kelompok dan jaringan kerja nasional, inovasi dan pengembangan teknolog
untuk peningkatan nilai manfaat potensi daerah yang berorientasi internasional.
C. Konsep Pengelolaan Program Satuan PLS

Pendidikan pada dasarnya dapat terfjadi dimana saja, kapan saja dan
berlangsung sepanjang hayat. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan
iklim atau suasana sehingga orang terdotong untuk belé}ar. Karena Wt
pendidikan adalah belajar. Komisi intemasional Pendidikan untuk abad ke-21
(Delors, 1996} telah menetapkan empat pilar sebagai fondasi pendidikan, yaitu
learning to know (belajar untuk mengetahui), leaming to do (belajar untuk
melaksanakan sesuatu), fearning fo be (belajar untuk menjadi atau mendewasa)
dan learning 1o live together (belajar untuk hidup bersama). Permasalahannya
adalah bagaimana melakukan pengelolaan program satuan-satuan pendidikan
luar sekolah sehingga berlangsung secara efektif atau mencapai twjuannya?
Dalam kaitan ini banyak ahli mengemukakan pendapatnya.

Sudjana (1992) menyatakan pengelolaan atau managjemen adaiah

kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan bersama



orang lain atau melalui orang lam dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat
tiga dimensi penting yang terkandung dalam pengelolaan . Dimensi i
pertama, adanya kegiatan yang dilakukan seoranglpengelola bersama orang
lain atau kelompok. Dimensi menekankan pentingnya hubungan kemanusiaan
antara pihak yang memimpin dan yang dipimpin. Dimensi kedua, adanya
fujuan yang hendak dicapai atau serangkaian keglatan yang diarahkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dimensi ketiga, adanya wadah
atau organisasi scbagai Kendaraan dalam melakukan kegiatan. Makna
manajemen ini  beberapa  ahlt mengkaitkannya dengan administrasi,
kepemimpinan, hubungan kemanusizan dan organisasi. Lebih lanjut Sudjana
(1993) mengemukakan enam fungs pengelolaan (manajemen) pendidikan luar
sckolah vang merupakan suatu siklus, vaitu perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, pembinaai, penilaian dan pengembangan.

Pengelolaan  (manajeinen) - pendidikan  menurut Fattah (2000)
memiliki kerangka konsep vang terdiri dar falsafah, asumsi, prinsip dan teori.
Falsafah berkenaan dengan cara pandang tentang kebenaran yang akan
dikembangkan dalam mengelola pendidikan. Dengan falsafah yang divakininva
melahirkan asumsi-asumsi tentang lngkungan dan peran organisasi. Dan
asumsi lahir prinsip-prinsip yang berhubungan dengan garis-garis besar dalam
bertindak, yang kemudian diuji melalui pengalaman sehingga menjadi teorl
tentang  pengelotaan pendidikan. Berdasarkan prinsip-prinsip dan  teont
pengelolaan merjadi landasan datam praktek pengelolaan pendidikan. Secara

umum Fattah (2000) menyatakan empat fungsi dalam praktek pengelolaan
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pendidikan, yaitu perencanaan {(planing). pengorganisasian (organizing),

pemimpinan {(leading) dan pengawasan {controlling). Selama metakukan

pengelolaan pendidikan ada lima sumber-sumber daya yang perlu

dioptimalkan, yaitu sumber daya manusia, sarana, biaya, teknologi dan

informasi. Menurutnya sumber daya manusia merupakan sumber dava utama

yang harus dikelola sebaik-baiknya Secara diagramatik adalah sebagai bevikut.
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pengelolaan pendidikan, lebih khusus lagi adalah pengelolaan progam satuan

pendidikan luar sekolah.

Pertama, fungsi perencanaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menentukan tujuan (umum dan khusus) dan tangkah-langkah yang hendak
ditempuh dengan menggunakan strategi, pendekatan, teknik dan metode untuk
mencapai tujuan dari suatu program, organisasi atau lembaga. Kedua. fungsi
pengorganisasian adalah kegiatan mengidentifikasi dan memadukan sumber-
swmber yang diperlukan ke dalam Kepiatan yang akan ditakukan dalam
mencapai tujuan. Sumber-sumber yang diorganisasikan antara lamn tenaga
kependidikan. penyelenggara, warga belajar dan pihak-pihak lain vang terkait,
fasilitas belajar, alat-alat pendukung dan biaya. Ketiga, fungsi penggerakan
adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan,' semangat. percava din,
partisipasi dan menghargal keragamarn dar semua pihak yang terlibat dalam
proses pengelolaan. Keempat. fungsi pembinaan yang termasuk di dalamnyva
ada kegiatan pengawasan, supervisi dan monitoring. Fungsi int diarahkan
untuk mengetahui, menganahisis dan meningkatkan efisiensi dan efekiifitas
pelaksanaan kegiatan. Kelima, fungsi penilaian yaitu kegiatan pengumpulan,
pengolahan dan penvajian informasi untuk dijadikan bahan masukan
pengambilan keputusan. Sasaran pemilaian dapat meliputi keseluruhan fuagsi
pengelolaan atau selurui komponen dalam sistem pembelajaran. Dengan

dilaksanakannya penilaian pihak yang berkepentingan dapat melakukan upaya



justifikasi, perbaikan, penyesuaian, pelaksanaan dan pengembangan prog’?ﬁm
selanjutnya. Keenam, fungsi pengembangan adalah kegiatan untuk melakukan
perluasan dan peningkatan (kuantitatif dan kualitatif) terhadap program yang
telah dan atau sedang dilaksanakan.

Sejalan dengan pendapat Sudjana (1993), Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar (BPKB) Jayagiri (2001) mengembangkan fungsi pengelolaan
dalam menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM} yang
kemudian melahirkan empat fungsi pengelolaan sebagai Standar Minimal
Pengelolaan (Manajemen) PKBM Berbasic Masyarakat yaitu; (a) perencanaan,
(b) pengorganisasian, (¢} pelaksanaan dan pengendalian dan (d) penilaian.
Pada program-program satuan PLS yang dikembangkan BPKB Jayagin pada
umumnya menggunakan tiga fungsi pengelolaan, yaitu fungsi perencanaan
/persiapan, pelaksanaan dan penilaian/tindak lanjut. Fungsi perencanaan
kegiatannya amtara lain identifikasi sifat dan jenis kelompok sasaran,
memotivasi kelompok sasaran, penetapan kebutuhan pembelajaran, menyusun
rencana kegiatan belajar, menyusun program belajar dan mengembangkan
media. Pada fungsi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah
mengorganisasikan warga belajar dan surnber belajar, melaksanakan kegiatan,
memantan  dan melakukaan pembinaan. Sedangkan fungsi penilatan
kegiatannya adalah melakukan penilatan hasil belajar dan penilaian program.

Pendapat lain mengenai pengelolaan dinyatakan oleh Davies (1986},
menurutnya ada empat fungsi wmum yang merupakan ciri seorang pengelola

(manajer), vaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin  dan
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mengawasi. Keempat fungsi itu merupakan siktus yang saling berhubungan.
Fungsi merencanakan adalah kegiatan menyusun tujuan belajar, fungsi
mengorganisasikan  diarahkan pada kegiatan untuk  mengatur  dan
menghubungkan sumber-sumber belajar, sehingga dapat mewujudkan tujuan
belajar dengan cara yang paling efektif dan efisien. Fungsi memimpin adalah
kegiatan untuk memotivasi, mendorong dan menstimulasikan warga belajar
sehingga siap untuk melakukan kegiatan belajar dan fungsi mengawast adalah
kegiatan untuk menentukan apakah fungsinva dalam mengorganisasikan dan
memimpin telah berhasil dalam mewujudian tujuan yang telah dirumuskan,

Kajian tentang pengelolaan program  satuan PLS schagaimana
dipaparkan di atas nampak masih bersifat umum, belum termci dan belum
dibumikan ke dalam masing-masing karakteristik satuan PLS vang hendak
dikelola. Kita mahfum bahwa satuan PLS jika dilihat dari  kelompok
sasarannya terentang dari pendidikan anak dini usia (PADU), pendidikan dasar,
pendidikan bagi remaja dan pemuda seria pendidikan orang dewasa. Masing-
masing kelompok sasaran tersebut juga terbagi lagi ke dalam beberapa satuan
program satuan PLS. Konsekuenst dari keragaman satuan PLS tentunya
berpengaruh terhadap model pengelolaan program PLS.

Model pengelolaan program satuan PLS yang dikembangkan akan
mempengaruhi sistem kegiatan belajar. Dengan kata lain desain pengelolaan
program akan mempengaruhi keseluruhan tindakan dari para pengelola dan
tenapa kependidikan datam mewujudkan tujuan pendidikan. Kita dapat

mengatakan bahwa suatu model pengelolaan program yang refevan dengan
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karakteristik jenis satuan program PLS, kelompok sasaran dan sumber-sumber
daya lokal yang akan dapat menciptakan iklim kondusif bagi keterlaksanaan
proses pembelajamn yang efektif. Pada kondisi demikian warga belajar akan
termotivasi belajar.

Kaitannya dengan motivasi belajar ini Yayasan Indonesia Sejahtera
(1995) mengemukakan empat persyaratan agar motivasi untuk belajar itu
tumbuh, yattu:

1. tahu manfaat melakukan sesuatu.

I

taliu bahwa dengan melakukan sesuatu tersebut keb utuhtannya terpenubi,

tad

tahu bahwa orang bersangkutan merasa dapat metaksanakan dan,
4. tahu bahwa orang bersangkutan mau atau merasa senang mel aksanakannya.
Abdulhak (2000) mensyaratkan empat hal pula vang berkenaan dengan
upaya membantu peserta didik atau warga belajar. Jika YIS ditilik dan segi
warga belajar, maka Abdulhak (2000) meniltknya dan segi fasilitator. Syarat
pertama adalah keahlian, artinya seorang fasilitator dituntut mengetahui hal-hal
yang bermanfaat bagi orang dewasa, menguasai bahan belajar dengan baik
serta adanya kesiapan untuk menuju proses pembelajaran. Syarat kedua adaiah
empati, vaitu suatu daya untuk memahami reaksi warga belajar dari dalam
dan kepekaan kesadaran mengenal proscs belajar yang dirasakan dari warga
belajar. Svarat ketiga adalah sikap antusiasme. vaitu suatu kondisi yang
menunjukkan ketcuatan, kesepakatan dan kesemangatan dari sosok fasilitator
dalam kegiatan pembelajaran. Dan syarat yang keempat adalah kejelasan

fasilitator dalam memandu proses pembelajaran, baik dalam penggunaan
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bahasa (verbal maupun non verbal) maupun dalam pengorganisasian kegiatan
belajar.

Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas perlu dikembangkan lebih
lanjut agar kegiatan pembelajaran menjadi partisipatif, karena dengan adanya
kegiatan pembelajaran partisipatif ~mendorong terjadinya kegiatan belajar
partisipatif. Pengertian pembelajaran partisipatif menurut Sudjana (1993)
adalah upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan warga belajar dalam
kegiatan belajar atau ikut sertanya warga belajar di dalam menyusun
perencanaan  program  (prograi planning),  pelaksanaan  (program
implenientation) dan penilaian (program evaluation) kegiatan pembelajaran.

Sudjana (1993) lebth lanjut menguraikan, partisipasi atau keterlibatan
warga belajar dalam tahap perencanaan meliputi kegiatan mengidentifikas
kebutuhan belajar, permasalaban dan prioritas nasalal, swuber-sumber yang
tersedia dan kemungkinan hambatan. Berdasarkan hasil dentifikasi itu dapat
diketahui jenis-jenis kebutuhan belajar yang akan dikembangkan menjadi
program belajar, setelah memperhattkan ketersediaan sumber-sumber dan
kemungkinan hambatan yang mungkin ditemui. Dalam program belajar
dikembangkan pula bahan belajar, metode, teknik pembelajaran, pentiaian,
waktu dan fasilitas pendukung lamnya.

Pada tahapan kedua, partisipasi warga belajar dalam pelaksanaan
program meliputi kegiatan untuk menciptakan situasi kegiatan belajar. Dalam
hubungan ini kedisiplinan warga belajar dalam kehadiran dan kegiatan sangat

penting. Sehubungan dengan itu perlu dibina hubungan yang terbuka, akrab
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dan terarah diantara warga belajar dan warga belajar dengan swmber belajar
atau fasilitator. Bentuk  interaksi kegiatan belajar-membelajarkan yang
diciptakan sebaiknya adalah sejajar, dengan lebih mengaktifkan warga belajar
dalam melakukan kegiatan belajar. Demikian pula dalam penyusunan bahan
belajar dan penentuan langkah-langkah kegiatan belajar dilakukan bersama
diantara warga belajar bersama nara sumber. Peranan nara simber stfatnya
membartu agar warga belajar aktif melakukan kegiatan belajar.

Abdulhak (2001) menyatakan bahwa kegiatan belajar akan berlangsung
efektif apabila terwujud suatu interaksi yang kuat, hangat dan bermakna antara
warga belajar dan nara sumber. Sebaliknya proses interaksi yang linier/satu
arah, monoton bahkan kaku berdampak terhadap lemahnya perhatian warga
belajar pada kegiatan belajar yang pada gilirannya kurangnya pemahaman
warga belajar pada materi pembelajaran. Kincaid (1979) seperti yang dikutip
Abdulhak (2001:8) menyatakan ada tujuh bias yang mungkin terjadi dari
proses komunikast Inier, yaitu:

{. komunikasi berlangsung satu arah secara vertikal, sedangkan komunikasi
yang dua arah sifatnya siklus,

2. interaksi sangat bergantung dari nara sumber,

3. fokus obyek komunikasi cenderung sederhana,

4. fokus pada kemasan pesan,

5. belum mnyentuh terjalinnya saling pengertian dan konsensus,

6. cenderung pada efek psikologis individuai,

7. cenderung mekanistik, sedangkan sitem informasi humanistik kurang hirau.



Selanjutnya muncul pula model komunikasi yang bercirikan hubungan
relational dan interaktif atau model cybernetics. Model ini menekankan
pentingnya peranan pengalaman (experience) dan faktor hubungan
(relationship) antara warga belajar dengan nara sumber, sebagaimana yang
dikerukakan Wilbur Schramm (1973) dalam Abduthak (2001), tetapi model
ini kemudian dianggap kurang memadai karena ditemukannya variasi
perolehan informasi akibat dari kesiapan dan pengalaman yang berbeda dari
warga belajar. Selanjutnya muncul model komunikasi pembelajaran lam vang
dianggap lebih memadai, vaitu model konvergen yang dikembangkan ofeh
Kincaid (1979). Model ini secara singkat dinyatakan Abduihak (2001) sebagat
komunikasi yang berlangsung secara multi arah dimana penerima (warga
belajar) menuju ke suatu fokus yang dipahami bersama. Komunikasi yang
terjadi berlangsung secara dinamis dan berkembang ke arah pemahaman
Kkolektif dan berkesinambungan. Komunikasi konvergen yang beriangsung
secara berkesinambungan terwujud melalui suatu jejaring {network) dan
dilaksanakan pada kaidah kolektifitas untuk memperoleh saling kesepahaman
atau mutual understanding dalam realitas sostal.

Model komunikasi kovergen dapat bertangsung baik apabila
dipenuhinya beberapa kriteria, yaitu Keterbukaan {openess or ransparancy),
sating  memperhatikan  fcaring),  ketergantungan  satu - sama fain
finterdependency). kemandirtan satu sama lan {separateness) dan saling
mempertemukan kebutuhan (nuiual need mecting). Mencermati  konsepsi

model komunikasi konvergen, dalam implementasinya relevan  dengan



program-program yang diselenggarakan pada pendidikan luar sekolah, salah
satunya adalah magang. Pertimbangannya adalah karena model  ini
menggunakan pendekatan pembelajaran partisipasi dan kooperatif, yang
memperhatikan percepatan belajar memperhatikan keuntkan individual dan,
iklim belajar sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan.

Pada tahap penilaian program kegiatan belajar, warga belajar dipandu
untuk menghimpun, mengolah dan menyajikan data atau informasi yang
berkcnaan dengan kegiatan pembelajaran  sebagai bahan masukan dalam
pengambilan keputusan. Penilatan i dilakukan untuk kepentingan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dai.1 pengembangan serta untuk mengetahu hasil dan
pengaruh program kegiatan belajar. Selain itu penilaian juga bermanfaat bag
warga belajar uniuk mengetahui tentang sejauhmana perubahan yang telah
diatami dan dicapai oleh mereka melalui kegtatan belajat partisipatf,

Partisipasi warga belajar pada ketiga tahapan di atas merupakan
persyaratan utama terjadinya pembelajaran partisipatif. Ad_anya tahapan
vang diabaikan nara sumber mengakibatkan kegiatan pembelajaran partisipatif
menjadi semu dan belajar partisipatif yang terjadi juga menjadi semu.

Sudjana (1993) menyatakan bahwa suatu kegiatan belajar disebut
partisipatif jika mengandung beberapa prinsip:

1 berdasarkan kebutuhan belajar (learning needs based),
2. berorientasi pada tujuan belajar feaming goals and objectives oriented),
3. berpusat pada warga belajar (participant centered) dan,

4. belajar berdasarkan pengalaman (experiential learning}.



Kehadiran kegiatan belajar partisipatif sebagaimana dikemukakan di
atas dilandasi oleh beberapa teori yang mendukunganya, vaitu Teori Asosiasi,
Teori Hubungan, Teori Tingkah Laku, Teori Gestalt dan Teori Medan.

Menurut Teori Asosiasi kegiatan belajar akan efektif apabila interakst
antara sumber belajar dan warga belajar dilakukan melatut stimulus dan respon
{S-R). Kegiatan belajar adalah proses menghubungkan S dan R. Warga belajar
vang makin tinggi kemampuannya dalam menghubungkan stimulus dan
respon, maka akan makin efektif kegialan belajamya. Prinsip-prinsip yang
digunakan dalam teor ini adalah (1) kesiapan (readness), (2} latihan fexereise)
dan. (3) pengaruh feffect).

Prinsip kesiapan menekankan perlunya motivasi yang tinggi dari warga
belajar agar penub perhatian, bersemangat, tanpa paksaan dan dalam suasana
menvenangkan. Prinsip latihan menunjukkan bahwa warga belajar bersungguh-
sungguh  melakukan  Kkegiatan belajar  secara  berulang-ulang dalam
menghubungkan stimulus dan respon. Prinsip pengaruh berkaitan dengan hasil
dan manfaat vang dirasakan warga belajar selama dan setelah kegiatan belajar.

Teori Assostasi ini dipandang memiliki sejumlah kelemahan apabila
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran partisipatif, diantaranya adalah
mengenyampingkan peranan kreativitas pikiran dan perbuatan warga belajar,
cenderung menpabaikan 1nmat serta aspirasi warga belajar. Sehubungan
dengan itu perlu didukung teort lain yang lebih mengindahkan karakteristtk
warga belajar, dalain hal ini adalah Teori Medan Tecri mengutamakan

pentingnya pengalaman warga belajar dan beroriantasi pada pemecahan
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masalah serta motivasi. Kegiatan belajar akan efektif apabila warga belajar
merasa butuh untuk belajar, menyadari bahwa belajar itu penting bag
perubahan dirinya serta ikut ambil bagian secara aktif dalam merancang apa
yang akan dipelajan, menentukan cara-cata dalam mempelajarinya dan
merasakan manfaat apa yang dapat diperoleh dari kegiatan belajar.
Implikasinya dalam kegiatan belajar adalah warga belajar tidak melakukan
kegiatan belajar secara perorangan, tetapi belajar bersama-sama ofang fam
dalam kelompok dengan kegiatan berpikir untuk berbuat di dalam dan terhadap
kehidupannya.

Lebih lanjut Sudjana (1993) mengemukakan beberapa cirt proses
kegiatan belajar partispatif, yaitu agar nara sumber:
1. menempatkan diri pada kedudukan vang tidak serba mengetahui terhadap

semua bahan belajar.

b3

memainkan peran untuk membantu warga belajar dalam kegiatan belajar,

3. melakukan motivasi agar warga belajar berpartisipasi dalam proses belajar,

4. menempatkan dirinya sekaligus sebagai warga belajar,

5 bersama warga belajar saling belajar dan bert ukar pikiran,

6. bersama warga belajar menciptakan iklim belajar yang kondusif,

7. mengembangkan kegiatan belajar berkelompok dan memperhatikan minat
perorangan,

8. mendorong warga belajar untuk meningkatkan semangat berprestasi dan,

9. mendorong dan membantu warga belajar untuk mengembangkan

kemampuan pemecahan masalah dari kehidupan warga belajar.



36

Kegiatan belajar partisipatif mengandung makna adanya kearifan
terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan warga belajar, sumber-sumber
atau potensi-potensi lokal serta hambatan yang mungkin ditemukan dalam
kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain adanya kearifan lokal, baik dari segt
manusianya (warga belajar dan nara sumber) maupun sumber-sumber daya
lokal yang ada (sumber daya alam, budaya, nilai-nilai, keyakinan, teknologi
dan infrastruktur lainnya). Sehubungan dengan itu, maka keterlibatan nara
sumber dalam pembelajaran magang yang perlu diindahkan adalah:
(1) ketertibatar: dalam kegiatan identifikasi kebutuhan, sumber belajar dan
kemungkinan hambatannya, (2) keterlibatan dalam penentuan fujuan program,
(3) keterlibatan dalam penentuan komponen program, (4) keterlibatan dalam
pendavagunaan swnber belajar, (5) keterlibatan dalam pelaksanaan program
dan {6) keterlibatan dalam penilatan program.

D. Teori Human Capital

Teod Human Capital dikembangkan secara sistematis dalam
kerangka ilmu pengetahuan (hocly of knowledge) terjadi setelah Theodore
W Schultz pada tahun 1960 menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan
kegiatan konswntif semata-mata, melainkan suatu bentuk investasi SDM. SDM
dianggap sebagal capital gouds yang dapat menentukan upaya pencapaian
manfaat dan produktivitas sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnva, seperti
teknologi, mesin, tanah dan uang (Suryadi, 1999).

Teori Human Capital dalam kajian teori-teori ekonomm  kaitannya

dengan  pengembangan PLS didasarkan antara lain karena alasan bahwa
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Pengertian investasi di atas menunjukkan bahwa pemakaian out put
yang ada sckarang akan meningkatkan out put yang lebih besar lagi dimasa
datang. Pendidikan merupakan investast dalam rangka peningkatan
pengetahuan, keterampitan dan sikap swmnber daya manusia yang akan
memiliki implikasi bagi peningkatan produkuivitas lembaga‘perusahaan dan
peningkatan sumber dava manusia itu sendiri. Survadi (1999} mengemukakan
empat bentuk investasi modal manusia:

I. Pendidikan persekolaitan, melalui  pendidikan persekolahan  SDM
dikembangkan secara sistematis dan terprogram sehingga memihki
kemampuan dan nilai tertentu, baik dipandang secara ekonomis, sosial
budava, kepribadian bangsa maupun nilai-nilal yang bermakna lamnya.

2. Delaiihan kerja. dianggap merupakan investasi yang sangat berguna bagi
SDM dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, baik yang telah
mengikuti pendidikan persekolahan, drop out persekolahan, apalagi vang
belum pemnah mengikuti persekolahan seperti yang diperankan PLS.

3. Peningkatan gizi dan kesehatan. tidak dapat dipungkin bahwa keadaan gizi
dan kesehatan yang baik akan mampu meningkatkan kualitas SDM, yang
berimplikasi pada segi fisik, psikis, sosial dan spiritualnya.

4. Mobilitas tenaga kerja, konsep mi menekankan bahwa mobilttas tenaga

diartikan sebagai upaya untuk penyesuaian terhadap kesempatan-



kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karena
terbuka lebarnya akses sebagai akibat adanya migrasi tenaga kerja.

Pandangan mengenai modal manusia sebagai investasi bukan berarts
hanya dilihat dari ada atau tidaknya peningkatan pendapatan, oleh karena
investasi sumber daya manusia berbeda dengan investasi yang non-manusia
yang tidak selalu dibarengi dengan orientasi pada nilai ekonomi semata {Lutan,
i987). Adalah kurany beralasan untuk menyimpulkan lubungan kausal antara
tingkat pendidikan dengan pendapatan, oleh karena ada faktor-fakior lain yang
;nempengaruhi, seperti halnya dengan intelegensia kaitannya dengan tahun
menempuh sekolah dan keadaan ekonomi orang fua dengan jumlah tahun anak
sekolah. Sehubungan dengan itu kita tidak perlu membedakan apakah
pengeluaran itu konsumsi atau investasi, vang tidak harus selalu dikaitkan
dengan keuntungan ekonomi, tetapi vang lebih penting adalah dengan
menggunakan aksioma seperti: sehat itu lebih baik daripada sakit, mengetahui
it lebih baik daripada bodoh, dama itu tebih baik daripada perang.

Survadi (1999) menyatakan balwa dalam teort Human Capital tenaga
kerja merupakan pemegang capitat atau capital holder sebagaimana tercermin
di dalam keterampilan, pengetahuan dan produktivitas kerja seseorang. Jika
tenaga kerja telah menjadi pemegang capital, maka dapat melakukan nvestasi
untuk dirinya sendiri secara optimal tanpa adanya unsur eksplottasi dan para
pengusaha atau pemilik modal. Jika eksploitasi itu terjadi, berarti tenaga kena
sudah menjadi alat produksi dari kekayaan, pemilikan, proses produksi dan

hasil produks:.



Hal yang perlu dicermati dalam kaitan Teori Human captal ini adalah

jangan semata-mata menempatkan pendidikan sebagai alat saring (filtering

device} di dalam suatu mekanisme seleksi. Artinya pendidikan lebih dipandang

sebagai lambang status yang diperhitungkan dalam mekanisme seleksi daripada

pendidikan dalam fungsinya meningkatkan kemampuan. Pandangan im sangat

produktif terhadap upaya pengembangan SDM.

Beberapa konsepsi teori Human € apital yang relevan digunakan bagi

pengembangan PLS menurut Lutan ( 1987) adalah sebagai bertkut.

1.

‘s

Pendekatan rote of return

Landasan asumsinya adalall bahwa pendidikan memberikan kontribust
tethadap peningkatan keterampilan, sikap dan pengetahuan tertentu yang
relevan bagi peningkatan produktivitas dan atau pendapatan.

Pendekatan indeks sumber daya manusia.

Pendekatan ini mencoba menghubungkan antara indeks pembangunan
sumber daya manusia pada suatu wilayah / daerah dengan indeks
kemajuan ekonomi masyarakat seperti pendapatan perkapita.

Pendekatan fixed requirement.

Yaitu pendekatan dengan cara mengukur kontribusi pendidikan terhadap
produksi. Ciri utama pendekatan ini harus disusun terlebih dahulu mariks
input-output bagi keterampilan yang berbeda bagi setiap faktor produksi.
Pendekatan fungsi produkst.

Pendekatan ini menekankan tentang saling ketergantungan atau externality

antara faktor produksi kaitannya dengan usaha yang dilakukan. Terdapat
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tiga hal faktor externality, yaitu dalam proses produksi, transaksi pasar dan
perilaku sosiat.

Sumber daya manusia tidak semata-mata dianggap sebagai pekerja yang
menunjang suatu sistem produksi, tetapi lebih dari itu yaitu sebagai faktor intt
produktivitas yang menempatkan modal, teknologi dan faktor-faktor latnnya
sebapai faktor penunjang terhadap Leberadaan sumber daya manusia dalam
sistem produksi. Hal mi menurut Suryadi (1999) dipandang sebagat Total
Factor Productiviee (TFP), yaitu sumber kekuatan di luar faktor-faktor
produksi konvensional yang mampu mengyerakkan produktivitas sistem
produkst secara menyeluruh. Untuk mendorong peningkatan TFP mi . sumber
daya manusia perlu memiliki peran utama sebagai sumber penggerak atau
driving force bagi seluruh faktor produksi, tennasuk didalamnya meunciptakan
peluang bagi inovasi, kreativitas dan perubahan.

Lebih lanjut Suryadi (1999) menyatakan bahwa paling tidak ada tiga .'
prinsip yang perlu dikaji dalam tingkatan makro agar sumber daya manusta
dapat berperan secara optimal sesuai konsepsi TFP, vaitu (1) pemerataan
kesempatan berusaha, (2) perluasan lapangan kerja non agraris, tetapi berbasis
agraris dalam berbagai sektor ekonomi dan (3) pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang berbasis nasional atau berorientas
secara utuh terhadap permasalahan ekonorni nasional.

Mengukuyr seberapa jauh sumbangan pendidikan terhadap kehidupan
peserta didik maupun sumbangarinya terhadap berbagai sektor pembangunan

periu dikakukan suatu analisis yang mendalam. Analisis human capital melalui



pendidikan menurut Suryadi (1999:39-40) dapat dilakukan dengan sembilan
kriteria, yaitu: (1) dengan mengkaji tingkat balikan ekonomis langsung dart
 suatu investasi. Analisis imi melihat perimbangan antara biaya kesempatan
(opportunity cosy) dan manfaat masa depan yang diharapkan melalui
peningkatan produktifitas kega, (2) mengkaji tingkat balikan ekonomis
(economic return) tidak langsung, yaitu dengan mengkaji manfaat eksternal
vang mempengaruhi pendapatan anggota-anggota masyarakat yang lain, yang
sering juga disebut cfek samping yang positit dan pendidikan (exterialin),
(3) mengkai dengan memperhatikan manfaat fuskal (financial benefit), yaiu
peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh
meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik, (4) mengkajl dengan
memperhatikan data pemenuhan tenaga kerja terampil dan terlatih yang
semakin dibutuhkan oleh lapangan kega baru sebagai akibat dari tumbubnya
kegiatan investasi fisik dalam berbagai sektor ekonomi, (5) mengkajt dengan
melihat permintaan masyarakat (aggregal demand  for education)  akan
pendidikan vang semakin tinggi. (6) mengkaji efisiensi internal  {internal
efficiency) dani lembaga pendidikan itu sendir, menyangkut hubungan antara
inpui-output yang diukur dengan beberapa indikator seperti  pemborosan
pendidikan feducational  watage)  yang diakibatkan oleh teradinya
pengulangan kelas, putus sekolah dan kurangnya efektifitas biava, (7) mengkajt
distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk
usia sekolah, baik secara geografis, sosial maupun ekonomis, {8) mengkaj

dampak positif dan pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribus



pendapatan dan kontribust pendidikan terhadap pengurangan angka
kemiskinan dan (9) mengkaji kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan
investasi di sektor-sektor fisik lainnya, seperti perhubungan, kesehatan, industn
pengolahan dan pertanian.

Teori-teori atau model-model untuk menganalisis hasil pendidikan
sebagai human capital secara paris besar ada dua pendekatan, yaitu efisiensi
internal finternal  efficiency approach) dan  efisiens ekstermal  fexterng
leffiviency  approuchy.  Efisienst intemal menekankan pada pengamatan
terhadap efisiensi dalam pengelolaan sistem pendidikan dilthat secara langsung
dari keluaran pendidikan, sedangkan efisiensi eksternal ataun disebut puta
sebagai relevansi pendidikan, yang dilihat dari dampak pendidikan terhadap
berbagai bidang kehidupan (Suryadi 1999:107-1 09). Untuk menjelaskan hat mi
dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini. Kajian analisis efisiensi internal
bertujuan untuk melakukan kajian apakah sistem pendidikan sudah berjalan
efisiens dilibat dari pendavagunaan dan pengelolaan berbagai sumber daya
vang duniliki  sehingea  sistem pendidikan  dapat  meningkatkan
produktifitasnya.  Analisis efisiens internal sepenuhnya bergantung pada
berjalannya sistem pendidikan secara teknis tanpa mengaitkan sisten
pendidikan dengan sistem lainnya.

Analisis efisiensi cksternal bertujuan uniuk melakukan evaluasi
térhadap sistem pendidikan vang memiliki manfaat terladap berbagai hdang
kehidupan, seperti pertumbuhan ekonom, penyerapan {enaga kerja, kepedulian

terhadap lingkungan, partisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di



lingkungannya,  peningkatan disipln.

berorganisasi dan toleransi beragama.

peningatan partisipasi politik dan
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Gamber 2.3 Perdekatan Bfisiensi friternal den Fhsternal Siviens Pendidikan
(Sumber - Survadi JU99 10N}

E. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Bhakti (1998} menvatakan bahwa krisis ekonomi dan Keuangan

berdampak

terhadap keamanan ekonomi feconontic secirring.  keamanan

negara fxiaie securiyy. keamanan nasional fnational securiny dan Keamanat

masvarakat {socictal securitvy bahkan keamanan regional (regional sccuriny,

Wataupun pada mulanva dipicu krisis moneter. kemudian krisis ekonomi,

tetapi pada akhirnya berdimensi luas sehingga sifanya multidimensional.

NMemany wonis, negara Indonesia vang dulu diyulukt bagai jamrut di

Khatulistiwa sejak terhempas badat knisis moneter dan ekonomi hasil-hast

pembangunan yang diwujudkan dan dibanggakan vang selama orde barut

seolah-olah tanpa daya menahan terpaan badai krisis moneter dan ekonomi.

Dampak krisis moneter dan ekonomi telah mengakibatkan gelombong
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pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh karena pabrik-pabrik dan sektor
industri swasta banyak yang gulung tikar, investor-investor asing menark
kembali modainya, peluang kerja makimn sempit, daya beli masyarakat
menurun akibat menurunnya pendapatan, dan berbagai sendi kehidupan
mengalami kemerosotan. Ujung-ujungnya meningkatnya tingkat kemiskinan.

Upaya pengentasan penduduk miskin merupakan upaya pemberdayaan
masyarakat. Menurut Tjiptohenjanto (1997) upaya pemberdayaan masvarakt
dari kemiskinan pada saat ini jauh lebilt sukar dibandingkan dengan masa-masa
sebelumnya. la menganalogikan dengan tahapan transisi kesehatan, maka tahap
pengentasan kemiskinan pada saal ini sudah mulai memasuki tahap ‘hard
core”. Untuk ite upaya yang periu dilakukan tidak semata-mata pada kebijakan
ckonomi makro, tetapi harus diimbangt dengan kebijakan ekonomi mikro
berupa terobosan-terobosan  yang langsung memberikan pengaruh pada
peningkatan produktifitas golongan miskin. Atau dengan kata lain kita berikan
ikan sekaligus kita ajari imereka baganmana cara membuat kailnya.

Kemiskinan diasumsikan sebagai fenomena rendahnya kesejahteraan
dan kurangnya penguasaan terhadap swmber. Dengan asumsi ini, maka
penanganan kemiskinan cenderung mengedepankan pada welfare strategy
dengan memberikan sejumlalt program-program yang bersifat sementara.
Kegagalan memahami dan menghayati kemiskinan akan melahirkan kebijakan
dan strategi pengentasan kemiskinan yang salah atau program yang tidak
_efexuf karena masalah kemiskinan bukan hanya masalah wefare semata, tetapt

juga poverty. Adapaun alasannya adalah sebagai berikut.
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Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan fvulnerability),
pembangunan  infrastruktur ekonomi dan perianian  dapat  saja
meningkatkan pendapatan petani dalam besaran yang memadai, akan tetapi
kekeringan musim selama dua tahun berturut-turut akan dapat menurunkan
tingkat hidupnya sampai pada titik yang terendah. Di sini terlihat bahwa
para petani masih hidup dalam tahap subsisten, James C.Scott (1976)
datam Vidvandika (1994) .

Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena
hubungan produksi di dalam masvarakat tidak memberi peluang bag
mereka  untuk  berpartisipasi  dalam - proses produksi. atau mereka
terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif yang menuntut
kerja keras datam jam kerja yang panjang dengan imbalan yang rendah. Hal
ini disebabkan oleh posisi tawar meraka datam strktur hubungan produksi
amat lemah. Dengan demikian kemiskinan berarti adanya depedensi kepada
pemilik tanah. rentemir, pimpinan proyek. elit desa, pemilik kapal dan
schagainva.

Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi
emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat vang
menentukan  keputusan vang menyangkut dirinya tanpa memben
kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. ketidakberdayaan menghadapi
penvakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran.

Kemiskinan berarii menghabiskan semua  atau sebagian  terbesar

penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang



terbatas sehingga konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan
produktifitas dan etos kerja mereka rendah. Ketahanan fisik pun rendah.

5. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya resiko ketergantungan. karena
besarnya keluarga. Hal int akan berpengaruh pada rendahnya konsumst
yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka, sehingga dalam
merebut peluang dan sumber dalam masyarakat, anak-anak kaum tmiskin
akan berada pada pihak yany lemah,

6. Kemiskinan juga teretleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan
dari satu generasi ke penerasi vang lain. Ini berari penghapusan poveriy
tidak secara otomatis menghapuskan culnre of poverfy, Oscar lLewis
(1968). dalam Vidyandika (1994). Budaya kemiskinan yang diwariskan
antar generasi cenderung menghambat motivasi untuk melakukan mobititas
ke atas dan berusaha.

Menpenai ukuran kemiskinan para ahii atau lembaga-lembaga vang
berkompeten di bidang pembangunan sosial tidak ada keseragaman. Berkut
ini beberapa pandangan mengenai ukuran kemiskinan.

1. Alfian. Tan dan Soemardjan (YTIS.1980) mengemukakan adadua Kkategon
ringkat kemiskinan. vaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut adalah suaw kondisi dimana tingkat pendapatan
sescorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti
pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kermiskinan
relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi

pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan demikian
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karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antara lapisan sostal.

Misalnya membandingkan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh

sekelompok tertentu dengan kelompok sosial lainnya.

Bank Dunia menetapkan bahwa garis kemiskinan adalah US 3 30

perkapita/tahun untuk daerah perdesaan dan US $ 75 perkapita/tahun untuk

daerah perkotaan. Perbedaan garis batas ini berkaitan dengan biaya hidup

diantara kedua wilayah itu.

Sajogvo. dalam Vidvandika (1994) mengusulkan cara pengukuran

kemiskinan dengan pendekatan kewiskinan absolut. Cara vang

dikembangkan adalah  memperhitungkan  standar  kebutuhan pokok

berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang

miskin, vaknt

a. golongan paling miskin vang memiliki pendapatan perkapita pertahun
beras sebanvak 240 kg atau kurang.

b. golongan miskin sekali, yang memiliki pendapatan perkapita pertaliun
beras sebanyak 240 kg hinpga 360 kg, dan

c. golongan miskin, yang memiliki pendapatan perkapita pertahun lebih

d. dan 360 kg, tetapi kurang dart 480 kg,

Biro Pusat Statistik memberikan altematif untuk mengukur  garis

kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum vang

harus dipenuhi oleh setiap orang  dalam sehari. Badan int mengusulkan

bahwa setiap orang minimum harus memenuhi 2.100 kalori setiap harinya,

jadi 2.100 kalori merupakan batas garis kemiskinan. Selain itu BPS juga



memperhitungkan kebutuhan non pangan, seperti kebutuhan perumahan,
penerangan, air, sandang dan jasa, tetapi kriteria itu selalu diperbabarui
sesuai tingkat inflasi yang tegadi. Dengan perubahan itu mengakibatkan
pula perubahan garis kemiskinaz.

Paparan itu menunjukkan bahwa wkuran-ukuran obyektif kemiskiman
itu sangat bervariasi sehingga harus hati-hati dan kritis mencenmatiya. Selain
itn ukuran-ukuran vang digumakan banvak mendapat kritik karena lebih
menekankan pada aspek ekonomi. sedangkan pada kenyataannya kebutuhan
manusia sangat bervariasi sehingga setiap upava penentuan garis kemiskinan
vang direduksi dalam aspek ekonomi tidak mewakili persoalan kemiskinan
vang sebenamya, Harold Watis (1969) dalam Vidyandika (1994). Kebutuhan
manusia sangat beraneka ragam yang juga berkaitan dengan dimensi politis,
kebudayaan dan sosial. Sehingga kemiskinan tidak hanyva berdimensi tunggal,
vakni persoalan ekonomt semata. tetapi perlu memperhatikan dimensi-dtmensi
lainnva.

Kajian terhadap masalah kemiskinan para ahli dan lembaga
membedakannya dalam beberapa kategori, sepertt  Kantor Menteri Negara
Kependudukan dan BKKBN, mengelompokkan kemiskinan ke datam empat
golongan, periama kemiskinan ekonomi, yaitu kekurangan sumber daya vang
dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
Kemiskinan ini dapat dukur secara langsung dengan menetapkan persediaan
sumber daya yang ada pada kelompok itu dan membandingkannya dengan

ukuran-ukuran baku. Sumber dava yang dimaksud mengacu konsep ekonomi
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yang luas, tidak hanya finansial, tetapi pertu mempertimbangkan semua jenis
kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua,
kemiskinan politik, menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan
(power). Kekuasaan yang dimaksudkan disini adalah mencakup tatanan sistem
sosial (politik) yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan
kelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi
penggunaan sumber daya. Cara mendapatkan akses itu dapat melalw sistem
politik formal, atau kontak informal dengan  struktur  kekuasaan. Ketiga.
kemiskinan relatif, adatah keadaan tidak tercapainya butuhan dasar mantisia
sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kemiskinan menurat konsep ini ditentutan
oleh perkembangan kebutuhan masy arakat karena kebutuhan masyarakat tidak
hanya kebutuhan fisik (makan). tetapi juga pada kebutuhan lain, seperti
pendidikan, kesehatan dan sebagainva. Keempat, kermskinan sosial, dapat
diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur vang mendukung
antuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktifitas seseorany
meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan
vang disebabkan oleh adanya faktor-faktor vang menghambat selungga
mencegah dan menghalangl seseorang untuk  memanfaatkan kesempatan-
kesempatan yang tersedia. Kemiskinan tipe ini disebut pula kemiskinan
struktural, Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu
polongan masyarakat  karena struktur  sosial  masyarakat itu  tidak
memungkinkan  ikut  menggunakan sumber-sumber  pendapatan  yang

sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural mehiputi kekurangan



fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan
komunikasi dengan dunia sekitarnya, kekurangan perlindungan hukum dan
sebagainya.

Upaya pemberdayaan masyarakat dari kemiskinan hendaknya
mengoreksi  kembali terhadap kegagalan paradigma lama yang lebih
mengedepankan pertumbuhan.  Paradigma lama ini lebih berpihak pada
golongan lapis atas dengan ferciptanya konglomerasi. Sehubungan dengan i
munculahan pemikiran bahwa pertumbuhan harus beriringan  dengan
pembagian hasil-hasil pembangunan secara lebih merata. Paradigma demikian
menuryl  Sumodiningrat  {1995) adalah strategi  pembangunan  yang
memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yang pada dasarnya mempunyai
tiga arah :

1. pemihakan dan pemberdayaan masyarakat,
2. pemberian otononn dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan

pembangunan di daerah,

"t

penajaman  dan  pemantapan  arah dalam struktur sosial ekonomi
masyarakat.

Strateg.i pembangunan demikian juga harus diimbangi dengan suatu
pandangan moral pembangunan, bahwa pembangunan harus ditumbuhkan dan
rakvat, oleh rakyat dan untuk rakyat, khususnya pemihakan pada golongan
miskin Moral pembangunan i membuka peluang golongan miskin untuk
meningkaikan kesadarannya, kemiauan, rasa tanggungjawab, rasa kebersamaan,

harga diri dan percaya din. Sedangkan dipihak pemerintah dan pelaku



pembangunan lainnya diharapkan semakin peka, peduli dan tanggap terhadap
permasalahan pembangunan sehingga dapat memberikan pelayanan dan
pengayoman sesuai dengan tuntutan hati nuraninya.

Kemiskinan vang dialami masyarakat nelayan di Indonesia discbabkan
oleh berbagai faktor, Demmaltino (1997) dalam studinya mengemukakan
bahwa kemiskinan itu bukan hanya disebabkan oleh penggunaan teknologi
penangkapan vang masith tradisional. tetapi juga oleh sistem distribusi
pendapatan vang tidak merata dalam struktur sostal dan lemahnya nilai-ntlai
instrumen pada masyarakat wnelayan yvang bersangkutan. Sejalan dengan
pendapat di atas Mubiarto (19984) seperti dikutip Demmallino (1997)
menyatakan bahwa kemiskinan pada nelayan ada kaitannya dengan kondisi
struktural vang terjadi pada masyarakat nelavan.

Prabowo (1998) mengungkapkan beberapa masalah atau kendala vany
dihadapi nelavan dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari dua sudut
pandang. pertama dari sudut pandang nelayan diantaranva: (a) tingkat
pendidikan yang rendah, (b) pemukiman nelayan yang terpusat pada dacrah-
daerah tertentu (seperti Pantai Utara Jawa, Selat Malaka dan Selat Balt)
sehingga adanya tekanan penangkapan yang cukup intensif dan melebihi daya
dukung sumber dava vang tersedia, (¢) pengetalian dan keterampiian nelayan
vang rendah, (d} kurangnya prasarana sosial dan (e) belum adanya alternanf
mata pencaharian lain saat tidak melaat.

Kedua, dilihat dari sudut pandang industri perikanan diantaranya:

(a) pelabuhan perikanan belum dilengkapi dengan fasilitas yang dipersyaratkan



bagi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan. (b) konflik perikanan
tradisional yang padat karya dengan menggunakan teknologt tinggi (canggih
dan padat modal), (c) lemahnya jalur pemasaran dan distribusi hasﬁ perikanan
dan (d) belum berfungsinya penjamin mutu dan pemasarannya.

Kondisi yang kurang menguntungkan nelayan apabila tidak diupayakan
pemecahannya sangat merugikan kehidupan nelavan, dan sampai saat i
kehidupan nelavan selalu termarginalisasikan. Untuk mengangkat dari kondisi
vang demikian, maka kehidupan nelayan harus diberdavakan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat
dan martabatnya agar mampu melepaskan din dani perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Upaya memberdayakan masyarakal menurut Sumodiningrat
(1996) menyatakau tiga hal, vaitu: {a) menciptakan iklim yvang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang dengan membertkan dorongan, motivasi dan
menbangkitkan kesadaran akan potensi vang dimilikinva serta berupaya untuk
mengembangkannya, (b) memperkuat potensi yany dimitiki masyarakat, vattu
dengan memberikan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada
berbagai peluang vang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya
untuk memaﬁfaatkan sejumlah  peluang yang ada. (€} memberdayakan
mengandung pula arti melindungi. Dalam proses ini pemberdayaan harus
dicegah vang lemah menjadi bertambah lemah, maka diperlukan kebijakan
untuk melindungi masyarakat yang lemah agar tidak semakin terpuruk karena
belun memiliki kemampuan untuk berkompetiif —dengan kelompok

masyarakat lain yang lebih kuat.



Pemberdayaan nelayan berarti bahwa kekuatan-kekuatan yang dimihki
nelayan harus diberdayakan seoptimal mungkin bagi peningkatan kualitas
kehidupannya. Kekuatan itu meliputi: {a) kekuasaan, (b) kemampuan dan
(c) potensi. Dengan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang masih limbung seperti sekarang adalah bijaksana apabila
pemeberdayaan diarahkan pada upaya perluasan kesempatan kerja atau
berusaha, peningkatan keterampilan. pengetahuan dan sikap yang fungsional
bagi mendukung kehidupannya secara ekonomi. sosial, budava dan poitiknya.
Tiiptoherifanto (1996} menyatakan upaya mengatasi krisis seperti sekarany
yang perlu dilakukan fidak semata-mata pada kebijakan ekonomi makro. tetapt
jupa harus diimbangi dengan kebijakan ekonomi mikro berupa terobosan-
terobosan vang langsung  memberikan pengarth  pada peningkatan
produktivitas golongan miskin.

Sejatan dengan pandangan di atas Sumodiningrat (1999) menyatakan
kebijakan pemberdavaan masyarakal dapat dipilih dalam tiga kelompoxk:

i. kchijaksanaan vang secara tidak langsung mengarah pada sasaran. tetap
memberikan dasar tercapainva suasana vang mendukung kepiatan sosial
ekonomi rakyat, Dalam kattan ini adalah penciptaan suasana atau iklim
yang memungkinkan masvarakat berkembang,

2. kebijaksanaan vang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan
ekonomi produktif ketompok sasaran, seperti bantuan dana, pelatihan,
pembangunan prasarana dan sarana baik fistk maupun sosial serta

pengembangan kelembagaan di daeral dan,



mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan

yang saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya menyentuh pada  kebutuhan
nvata keltidupannya, yang memperluas akses masyarakat pada sumber-swnber
dava pembangunan dan  penciptaan peluang  vang  seluas-luasnya bagr
masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipast dalam proses pembangunan.
Adapun akses yvang perwu dirath oleh masvarakat agar lebih berdaya adalah
I, akses terhadap sumber daya.

2. akses terhadap teknologi, vaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang

1cbih baik serta lebih cfisten.

Lad

akses terhadap pasar. vaitu produk vang dihasilkan harus dapat dijual untuk
mendapatkan nitai tambah,
4. akses terhadap sumber pembiavaan atau permodaian

Tugas vang perlu dipikul dalam upava pemberdayaan ini adalah
bagaimana untuk membangkitkan potensi yany dimilikinya tersebut. Datam
kaitan ini ada tiga upaya yang perlu ditempuh, yaitu melalut: { 1) kebtjakan dan
perencanaan. (2) tindakan sosial dan politik dan (3) pendidikan dan
penyadaran. Secara lebih terurai beberapa pokok pemikiran pemberdayan -
1. kembangkan daya untuk menentukan pilihan-ptlithan  pribadi  dan
kesempatan-kesempatan unfuk berkembang,

2. kembangkan daya untuk mendefinisikan kebutuhannya tersebut,



kembangkan daya untuk membetikan gagasan dau pandangannya,
kembangkan daya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang dapat
diakses,

kembangkan daya untuk metakukan aktivitas ekonomi,

kembangkan daya wntuk melakukan aktivitas sosial, politik dan berbagai
aspek kehidupan lainnya yang inenjamin perkembangan pribadinya.

Proses pemberdayaan masyarakat. termasuk didalamnva adalah nelavan

ada beberapa pendekatan vang  dapat digunakan. Kindervatter {1979

menvatakan berikut m.

Need oriented. yaitu pendekatan vang berorientasi pada kebutuhan individu
pemuda:

Fndogenous,  yaitu  pendckatan  yang berorientasi pada kondisi dan
kenvataan yang berlangsuag di masvarakal setempat.

Seff reliance. yaitu pendekatan dengan berorientasi pada terciptanya rasa
mampu diri, percava din sendirt dan mandin:

Fcologically sornd. yaitu suatu pendekatan yang tidak melupakan aspek
hngkungan:

Rased on structural in information, yaitu pendekatan yang berorientasi
pada perubahan struktur maupun sistem vang telah ada dengan yang lebib
relevan dengan tuntutan perkembangan.

Kelima pendekatan tadi dilakukan secara utuh dan tidak setengah hati,

karena dikhawatickan hasilnya tidak optimal dan sangat dimungkinkan
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dikembangkan pendekatan-pendeketan lain yang mungkin lebih relevan
dengan tuntutan real di lapangan.

Memasuki kancah di lapangan kita akan dihadapkan dengan berbagal
kendala metodelogis lain yang akan menghambat melakukan aksi, apalagt bagi
petugas pemula. Faktor keyakinan diri sebagai petugas terhadap kemampuan
vang telah dipersiapkannya —memang penting, fetapi juga penting
dikembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Beberapa prinsip
vang  layak dipertimbangkan dalam proses pemberdayaan antara lain:
(a) kembangkan kesadaran kritisnva, (b) gunakan metode pembelajaran vang
merangsang tumbuhnya gagasan dan padangan pemuda dengan tidak ada rasa
takut, (¢) gunakan beberapa stimulus berupa masalah-masalah yang sedang
menjadi isu, (d) gunakan sarana seperti  permathan un_puk merefleksikan
kejadian atau reahtas vang dihadapi. (e) pusatkan pada pengembangan sistem
sosial dari individu, (1) usahakan penvelesaian masatah dengan tidak membuat
malu yang lain, tetapi semua menang. (g} kembangkan hubungan kesejajaran
dan (I pilibiah fasilitator yang dapat mengembangkan partisipast dari semua
anggota.

Program pemberdayaan nelayan {masyarakat) yang diimplementasikan
pada akhimya harus kita ukur tingkat keberhasilannya, artinya sejaulimana
program itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan nelayan, mengurangl
babikan jika mungkin menghapus kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan

yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sumodiningrat {1999) mengemukakan



lima indikator untuk wmengukur pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat:

I. berkurangnya jumlah penduduk miskin,

2. berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh

penduduk miskin dengan meman faatkan sumber daya yang tersedia,

‘e

meningkatnya kepedulian  masyarakat tethadap upaya peningkatan

kesejabteraan keluarga miskin di ingkungannya.

4 meningkatnya kemandirian kelompok vang ditandai dengan makin
berkembangnya -usaha produktif anggota dan kelompok. makin kuatirva
penmodalan kelompok, makin raptnya sistem administrasi kelompok., serta
makin luasnya interakst kelompok dengan kelompok lain di dalam
masvarakat serta.

5. meningkatya kapasitas masyarakat dan pemera?aan pendapatan vang
ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarya miskin vang mampu
memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosiat dasamya. -

F. Hasil-hasil Penelitian yang Refevan

Penelitian ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang velevan
dengan fokus permasalahan yang dihadapi. Kajian terhadap hasil-hasil
penelitian yang relevan dilatarbelakangi beberapa alasan, antara lain: (a) bahwa
proses penelitian merupakan proses vang berkelanjutan untuk mencmukan,
memperkuat, menguji atau menjelaskan temuan terhadap teoﬁﬂ}_ukumikonsep,

(b} agar tidak terjadi duplikast penelitian, (¢} menindaklanjuti rekomendasi dari

penelitian sebelumnya dan (d) memben inspirasi dan gagasan pengembangan




dalam melakukan penelitian. Beberapa hasil penelitian  tersebut -~ dapat
dipaparkan berikut ini.
1. Rahardjo (1989}

Magang aian indigenous learning system merupakan kegiatan belajar
dan bekerja yang umumnya berlangsung secara informal menduduki bagian
terbesar pada tnasvarakat Indonesia. Kehandalan magang telah diyakin
menjadi katup pengaman datam menangeuiangl pengangguran.

Belajar mclalui contoh-contoh dalam pekerjaan ditengaral sistem belajar
magang int berlangsung efektif danpada welatui petunjuk tekmis. Dalam skala
vang lebih luas budaya contolt ataw panutan dalam kehidupan iebih dapat
diterima daripada ceramal atau petunjuk-petunjuk.

Motiv yang melatarbelakangi tegadinya agang antata lain karena
keria merupakan kewajiban orang hidup. dan untuk bisa kerja hanva mungkin
dengan belajar. Tidak ada.aninya seseorang belajar tanpa bisa berbuat apa-apa

{bekerta).

2 Anir (1999)

Pertumbultan ekonomi lawa Barat pada PiP 1 ( Pemerintahan Orde
Baru) vang relatif tinggi (8.91%) lebil disebabkan karena besarnya investasi
dalam bentuk stok modal (investasi fisik) sedangkan kontribusi  faktor
tcknologi dan tenaga kerja masih sangat rendah.  Kondisi demikian
menunjukkan masih lemahnya perhatian pemerintah maupun swasta terhadap

investasi pada pengembangan teknologi dan feman capital.
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Lebih lanjut Amir menemukan bahwa kontribusi  sektor perianian
~ paling rendah dibandingkan sektor lainnya, padahal sektor ini merupakan
aktifitas inti (core activity) dalam perekonomian yang berbasis kerakyatan.

3. Komar (1990) dan Nabiu {1994)

Sektor perikanan memiliki potensi yang amat besar bagi Indonesia
sebagai negara bahan. Potensi lestari perikanan Indonesia mencapal 6.7 juta
ton‘tahn. saat ini produksi tangkapan baru mencapai 38%. Kekavaan ajan
bidang  perikanan (laut. payau/tambak)  berupa ikan  taut dan udang
werupakan sumber devisa negara. tidak terpengarub resesi dunia dan
mengandung protein hewani yang tinggi.

4. Laksana (1991}

Pola perilaku nelayan masih menunjukkan sikap boros dan Konsumuf,
padahal sccara siginifikan pendapatan wereka meningKat dengan adanmva
masukan teknologi penmangkapan ikan, sehingga kondisi kehidupan rumah
angga nelayan masih berada dalam kekurangan dan kesederhanaan babkan
kermskinan.

5. Prabowo (1998)

Beberapa kendala yang dihadapi sektor perikanan untuk mencapai batas
produksi lestari perikanan dapat dilihat dari beberapa hal. Perfama dari sudut
pelayan antara lain adalah: (a) rendahnya pendidikan, pengetahuan,
keterampilan dan sikap. (b) adanva pemukiman nelayan yang terpusal {seperti
di Utara Jawa, Selat Malaka dan Selat Bali) sehingga adanya tekanan

penangkapan yang cukup intensif dan melebihi daya tampung, sementara pada
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tempat lainnya masih belum tereksplorasi, () kurangnya prasarana sosial dan
(d) belum adanya aiternatif mata pencaharian nelayan pada saat paceklik/tidak
melaut. Keda, dari kendala industri perikanan, (a) pelabuhan perikanan yang
belum dilengkapi fasilitas yang dipersyaratkan bagi penangkapan dan
pengelolaan hasil perikavan, (b) konflik perikanan tradisional yang padat karya
dengan teknologi tinggi. () lemahnva jalur pemasaran dan distrtbusi hasil
nerikanan dan (d) belum berfungsinya penjaninan mutu dan pengawasama.
6. Demmaliino (1997

Kemiskiiian pada masyarakat bukan semata-mata disebabkan oieh
penggunaan teknologs penangRapan ikan yang masih tradisional, tetapi juga
oleh sistem distribusi pendapatan yang tidak merata dalam struktur sostal dan
lemahnya nilai-nitai instrumental pada mmasyarakal nelayan yang bersangkutan.
7. Suprivono (20003

Penelitiannya tentang Kelompok Belajar Paket 8. menemukan bahwa
pemberdayaan warga belajar melalui pengelolaan pembelajaran, pelibatan
dalam proses pembelajaran dan unsur-unsur dinamika kelompok berkontribus:
secara signifikan terhadap variabel keberdavaan warga belajar. Hal ini berarti
dalam strategi pemberdayaan perlu memperhatikan  terhadap kegiatan:
(a) pengelolaan pembelajaraan, (b) proses pembelajaran dan {¢) kelompok
belajar.
8. Kamil (2002}

Hasil penelitiannya tentang model pembelajaran magang bagi

peningkatan kemandinan warga belajar di daerah Priangan Timur
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menyimpulkan  bahwa nilai-nilai budava belajar bekarja berpengaruh kuat
terhadap kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang. Secara empirik
model yang dikembangkannya terbukti efektiv dalam meningkatkan

kemandirian warga belajar.





